BERITA NEGARA
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No0.519, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pergeseran.
Anggaran Belanja. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.02/2010
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BA BUN
PENGELOLA BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN

ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja
Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5075), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007

tentang Bagan Akun Standar;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2007

tentang Tata Cara Penyusunan dan Penygjian Laporan
Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian Bendahara Umum Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010
tentang Tata Cara Revis Anggaran Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BA
BUN PENGELOLA BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE

BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujuli
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk perubahannya.

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungs Bendahara Umum Negara.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

Lembaga adalah organisas non-kementerian dan instans lain pengguna
anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat BA-
K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja Pemerintah Pusat,
yang pagu anggarannya dial okasikan pada Kementerian /Lembaga.

BA BUN Pengelola Belanja Lainnya/BA 999.08, yang selanjutnya disebut
BA 999.08 adalah unit organisass pada Bagian Anggaran BUN yang
menampung belanja pemerintah pusat di luar belanja pembayaran bunga
utang, subsidi, dan hibah, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam
BA-KI/L.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
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